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Abstrak : Tujuan dari skripsi ini adalah mengetahui cara perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT.
Adhya Tirta Sriwijaya apakah benar dan  telah sesuai dengan undang- undang perpajakan serta untuk
mengetahui apakah ada penghematan pajak atas perhitungan laporan rekonsiliasi fiskal sebelum
perencanaan pajak dan setelah perencanaan pajak. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan
penelitian kualitatif yaitu mengumpulkan, menyusun data yang diperoleh. Penelitian ini diharapkan
mampu memberikan pedoman dalam pengambilan keputusan pada PT. Adhya Tirta Sriwijaya untuk lebih
baik lagi dalam melakukan perencanaan pajak yang efektif sehingga dapat  meminimalkan beban pajak
dan mengingat pentingnya perencanaan pajak yang sangat berpengaruh penting bagi penghasilan
perusahaan.
Kata kunci :
PPh Pasal 25, Laporan Rekonsiliasi Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak.
Abstract: The purpose of this essay is to figure out which tax planning is PT. Adhya Tirta Sriwijaya is
done effectively and in accordance with the tax laws as well as to determine whether there are tax savings
on the calculation of the fiscal reconciliation report before and after the tax planning. This study uses a
qualitative research approach by collect, collate and obtain the data. This research is expected to provide
guidance in decision making at PT.Adhya Tirta Sriwijaya to be better in the effective tax planning so as to
minimize the tax burden and coasider the importance of tax planning is very important influence for
Corporate earnings.
Keywords:
income tax 25, Reconciliation Reports Before and After Tax Planning.
1 PENDAHULUAN
Salah satu orientasi perusahaan adalah
berorientasi keuntungan (profit oriented) yang
merupakan jadi tujuan utama didirikannya
suatu usaha untuk meningkatkan
kesejahteraan pemilik dan karyawannya serta
untuk mengembangkan usahanya lebih lanjut.
Laba  bisa dijadikan tolak ukur kesuksesan
bagi suatu perusahaan, walaupun tidak semua
perusahaan menjadikan laba sebagai tujuan
utamanya, tetapi dalam perusahaan pasti
memerlukan laba. Dimana laba merupakan
keuntungan bagi perusahaan, karena
perusahaan telah berkorban untuk
kepentingan pihak lain.
Bagi badan usaha pajak yang di
kenakan terhadap penghasilan yang di terima
dapat dianggap sebagai beban atau biaya
(expense) dalam menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan maupun distribusi laba
kepada pemerintah, sehingga pajak akan
menurunkan jumlah laba yang akan diterima
oleh badan tersebut. Mengingat pentingnya
variabel pajak sebagai komponen yang harus
diperhitungkan, maka perencanaan pajak
perlu diikutsertakan dalam rencana kerja
tanpa harus melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.  Oleh karena itu perusahaan perlu
melakukan perencanaan pajak, untuk
menghemat pajak yang harus dibayar dan
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dapat memaksimalkan laba yang akan
diperoleh perusahaan.
PT. Adhya Tirta Sriwijaya Palembang
mempunyai prospek yang baik ke depannya
dengan manajemen yang professional,
sehingga berkewajiban untuk memenuhi
kewajiban pajak dimana  wajib pajak
melakukan perencanaan pajak terbatas dalam
meminimalkan resiko pajaknya dengan
memenuhi ketentuan peraturan perundang–
undangan yang berlaku.
Disini mereka  belum melaksanakan
perencanaan pajak yang efektif dilihat dari
adanya koreksi fiskal terutama koreksi positif
dalam rekonsiliasi laporan laba rugi fiskalnya,
sehingga pajak yang diharapkan masih
banyak yang dapat dianalisa dan diefisienkan
sehingga temuan-temuan penelitian ini nanti
dapat diberikan pada pihak manajemen untuk
alternatif dan pelengkap dalam perencanaan
pajak.
Berdasarkan uraian di atas maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul  “Analisis Perencanaan Pajak
Penghasilan Pada Laba PT. Adhya Tirta
Sriwijaya Palembang”.
2   LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian Pajak
Berbagai macam definisi dari
pajak yang kita ketahui berbeda-beda
dari berbagai pendapat ahli akan
tetapi dari makna yang diperoleh dari
definisi - definisi tersebut memiliki
kesamaan.
Ada berbagai pengertian pajak
yang dikemukan oleh para ahli
perpajakkan antara lain:
S.I. Djajadiningrat dikutip oleh
Resmi (2011, h.1) memdefinisikan:
“pajak adalah Sebagai suatu
kewajiban menyerahkan sebagian dari
kekayaan ke kas Negara yang
disebabkan oleh suatu keadaan,
kejadian, dan perbuatan yang
memberikan kedudukan tertentu,
tetapi bukan sebagai hukuman,
menurut peraturan yang ditetapkan
pemerintah serta dapat dipaksakan,
tetapi tidak ada jasa timbal balik dari
Negara secara langsung untuk
memelihara kesejateraha secara
umum”.
Prof. Dr. Rochmat Soemitro,
S.H. dikutip oleh Resmi (2011, h.2)
mendefinisikan:
“Pajak adalah iuran rakyat
kepada kas Negara berdasarkan
undang–undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapat
jasa timbal balik (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan, dan yang
digunakan untuk membayar
pengeluran umum”.
2.1.2 Perencanaan Pajak (Tax
Planning)
Menurut Erly Suandy
(2011, h.6), perencanaan pajak
adalah langkah awal dalam
manajemen pajak dengan
melakukan pengumpulan dan
penelitian terhadap peraturan
perpajakan agar dapat diseleksi
jenis tindakan penghematan
pajak yang akan dilakukan.
Secara umum definisi
perencanaan pajak adalah
tindakan penstrukturan yang
terkait dengan konsekuensi
potensi pajaknya, yang
tekanannya kepada pengendalian
setiap transaksi yang ada
konsekuensi pajaknya.
Sedangkan tujuannya adalah
bagaimana pengendalian itu
dapat mengefisiensikan jumlah
pajak yang akan dibayar kepada
negara.
2.1.3 Tujuan Perencanaan Pajak
Menurut Erly Suandy
(2011,h.6), Tujuan dari
perencanaan pajak adalah
menyiasati agar beban pajak
dapat ditekan serendah mungkin
dengan memanfaatkan peraturan
yang ada untuk memaksimalkan
penghasilan setelah pajak, karena
pajak merupakan unsur peuntuk
dibagikan kepada pemegang
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saham maupun untuk
diinvestasikan kembali.
2.1.4 Biaya Fiskal dan Biaya Non
Fiskal
Biaya-biaya dapat
digolongkan menjadi dua, yaitu
biaya yang dapat dikurangkan
dari penghasilan bruto (biaya
fiskal / deductable expense) dan
biaya yang tidak dapat
dikurangkan dari penghasilan
bruto (biaya non fiskal / non
deductable expense). Sesuai
dalam UU PPh Pasal 6.
2.1.5 Pajak Penghasilan
sDasar hukum pengenaan
Pajak Penghasilan adalah
Undang-undang No. 7 Tahun
1983 sebagaimana telah diubah
terakhir merupakan perubahan
yang keempat dengan Undang-
undang No. 36 Tahun 2008,
menyatakan pajak penghasilan
dikenakan terhadap subjek pajak
atas penghasilan yang diterima
atau diperolehnya dalam tahun
pajak.
2.1.6 Pajak Penghasilan Pasal 25
Menurut Undang-undang
No. 7 Tahun 1983 sebagaimana
telah diubah terakhir merupakan
perubahan yang keempat dengan
Undang-undang No. 36 Tahun
2008 tentang pajak penghasilan,
pajak penghasilan pasal 25
mengatur tentang penghitungan
besarnya angsuran bulanan yang
harus dibayar oleh wajib pajak
sendiri dalam tahun berjalan.
2.1.7 Laba
Pengertian laba usaha
menurut pendapat yang
dikemukakan oleh Soemarso S.R
(2005, h.230), laba  adalah
selisih lebih pendapatan atas
beban sehubungan dengan
kegiatan usaha. Apabila beban
lebih besar dari pendapatan,
selisihnya disebut rugi.
2 METODE PENELITIAN
3.1  Pendekatan Penelitian
Pendekatan ini menggunakan
metode penelitian deskriptif dan
kualitatif  yang akan memberikan
gambaran mengenai analisis
perencanaan pajak yang  yang sesuai
dengan peraturan undang-undang
perpajakan yang berlaku..
3.2 Subjek/Objek Penelitian
3.2.1 Objek Penelitian
Secara umum objek
penelitian merupakan sasaran
ilmiah dengan tujuan dan
kegunaan tertentu untuk
mendapatkan data tertentu.
Pada penelitian ini yang
menjadi objek penelitian
adalah perencanaan pajak
yang telah dilakukan dan laba
perusahaan.
3.2.2 Subjek Penelitian
Pada penelitian ini yang
menjadi subjek penelitian
adalah PT. Adhya Tirta
Sriwijaya Palembang.
3.3 Pemilihan Informan Kunci
Pada penelitian ini menggunakan
informan sebagai sumber data peneliti,
yang menjadi informan kunci dalam
penelitian ini adalah karyawan bagian
keuangan dan perpajakan.
3.4 Jenis Data
Data yang diambil dalam penelitian
ini adalah data primer dan data sekunder.
Data primer yaitu berupa catatan hasil
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wawancara peneliti kepada karyawan
dan bagian keuangan, dan data sekunder
yaitu catatan atau dokumentasi
perusahaan berupa absensi, gaji, dan
laporan keuangan publikasi perusahaan.
3.5  Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data
penelitian ini adalah dengan metode
observasi, wawancara, dokumentasi dan
penelitian kepustakaan / studi literatur..
3.6 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode
analisis deskriptif kualitatif yang
digunakan untuk penelaahan secara
sistematis dalam penerapan tax planning
dengan melakukan analisis laba sebelum
ada perencanaan pajak dengan laba
setelah ada perencanaan pajak.
3 HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
3.1 Hasil Penelitian
3.1.1 Kebijakan-kebijakan
Akuntansi yang Diterapkan
oleh Perusahaan dalam
Perhitungan PPh Terutang
Dalam menjalankan
usahanya, perusahaan
mempunyai beberapa
kewajiban akuntansi, antara
lain :
1. Dasar pembukuan yang
dilakukan perusahaan
adalah accrual basis.
2. Sistem penilaian
persediaan menggunakan
metode average.
3. Sistem pencatatan
persediaan dilakukan
dengan pencatatan
perpetual.
4. Penyusutan aktiva tetap
menggunakan metode
penyusutan garis lurus.
3.1.2 Penyajian Laporan
Keuangan
Sebelum dilakukan
koreksi fiskal, perlu
dilakukan analisis terhadap
objek pajak penghasilan dan
biaya-biaya pada PT. Adhya
Tirta Sriwijaya. Berikut ini
pos beban-beban yang
dikeluarkan oleh PT Adhya
Tirta Sriwijaya secara umum
adalah sebagai berikut:
1. Perusahaan mengeluarkan
biaya pajak air baku,
sesuai dengan Perda Kota
Palembang No. 7 tahun
2007 tentang pajak
pengambilan dan
pemanfaatan air bawah
tanah dan air permukaan.
2. Biaya rutin generator,
perbaikan dan perawatan
genset
3. Biaya pembelian bahan-
bahan kimia yaitu calcium
hypocrorite, soda ash,
aluminium sulphate.
4. Perusahaan juga
mengeluarkan biaya untuk
sewa aset.
5. Biaya yang masuk pos
biaya rupa-rupa antara lain
biaya pemeliharaan
distribusi, pergantian
jaringan, perbaikan
kebocoran dan lain-lain.
6. Perusahaan mengeluarkan
biaya Gaji dan THR
kepada karyawannya. Gaji
tersebut diberikan kepada
karyawannya berdasarkan
golongan atau jabatan
masing-masing karyawan,
dan THR diberikan kepada
karyawan dan buruhnya
sekali dalam setahun.
7. Perusahaan melakukan
pemberian pulsa kepada 5
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orang karyawan dengan
jabatan tertentu berupa
biaya telepon sebesar Rp.
500.000,00 per bulan atau
tergantung kebutuhan
pemakaian dalam rangka
kegiatan operasional
perusahaan. Pemberian
natura ini dibiayakan pada
pos biaya umum dan
administrasi perusahaan
yang juga digunakan
untuk operasional
perusahaan.
8. Biaya pemeliharaan
dikeluarkan oleh
perusahaan untuk
membiayai pemeliharaan
peralatan kantor,
pemeliharaan gedung,
pemeliharaan mesin-mesin
, pemeliharaan kendaraan
bermotor perusahaan yang
rusak dan lain-lain. Untuk
biaya pemeliharaan ini
perusahaan menggunakan
jasa dari pihak lain.
9. Biaya perlengkapan dan
ATK, dikeluarkan
perusahaan untuk membeli
perlengkapan kantor dan
alat-alat tulis untuk
keperluan kantor, biaya ini
masuk pos biaya umum
dan administrasi.
10.Biaya listrik dikeluarkan
oleh perusahaan untuk
membiayai pemakaian
listrik yang digunakan
untuk kegiatan operasional
perusahaan.
11.Biaya Bahan Bakar
Minyak dikeluarkan
perusahaan sehubungan
dengan operasi perusahaan
dimasukan dalam akun
beban pokok pendapatan.
12.Biaya entertainment
berupa jamuan tamu
dipakai perusahaan untuk
menjamu pelanggan,
maupun kolega-kolega
bisnis perusahaan, biaya
ini masuk pos biaya umum
dan administrasi.
13.Biaya untuk keperluan
pembelian rumah tangga
kantor seperti air minum,
pewangi ruangan, alat
untuk kebersihan, tissue
dan lain-lain masuk pos
biaya umum dan
administrasi.
14.Perusahaan mengeluarkan
biaya asuransi dan
jaminan yang dikeluarkan
oleh perusahaan untuk
menanggung biaya
pengobatan karyawan
yang sakit ringan maupun
yang dirawat dirumah
sakit.
15.Perusahaan mengeluarkan
biaya lain-lain, antara lain:
biaya membeli parsel
untuk klien, sumbangan
untuk karyawan menikah
atau meninggal, biaya
sumbangan untuk
membantu karyawan yang
sedang mengalami
musibah dan sumbangan
kepada RT setempat untuk
memeriahkan acara tujuh
belas agustus atau acara-
acara lainnya.
4.1 Pembahasan
4.1.1 Perencanaan Pajak yang dapat
Diterapkan pada PT. Adhya
Tirta Sriwijaya
Setelah dilakukan koreksi
fiskal terdapat perbedaan laba
sebelum pajak, dimana yang
dihasilkan semakin
meningkat. Untuk mengatasi
kenaikan laba maka biaya-
biaya yang telah dikeluarkan
oleh perusahaan harus dapat
dijadikan sebagai biaya
pengurang bruto (biaya
fiskal). Perencanaan pajak
yang akan dilakukan tentu
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saja menggunakan cara-cara
yang legal dan sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Cara
yang dapat dilakukan adalah
dengan menghindari sanksi-
sanksi perpajakan dengan
melihat celah-celah yang ada
didalam peraturan-peraturan
yang telah ditetapkan.
4.1.2 Rekonsiliasi Fiskal
Sebelum dan Sesudah
Perencanaan Pajak
Koreksi fiskal pada
dasarnya dibagi menjadi dua,
yaitu koreksi fiskal positif
dan koreksi fiskal negatif
dimana koreksi fiskal positif
atas biaya komersial akan
mengakibatkan laba kena
pajak perusahaan semakin
besar dan pada akhirnya
jumlah pajak penghasilan
badan yang harus dibayarkan
juga akan bertambah besar,
sedangkan koreksi fiskal
negatif atas biaya komersial
akan menyebabkan
berkurangnya laba kena pajak
dan pajak penghasilan badan
juga nilainya semakin kecil.
Dari data yang diperoleh
penulis, maka dapat dihitung
besarnya PPh Badan  yang
terutang sebagai berikut:
Tahun 2010
Sebelum Perencanaan
Pajak
Jumlah PKP yang
memperoleh fasilitas adalah:
= (Rp. 4.800.000.000 : Rp.
12.463.347.253) x Rp.
4.396.802.000
= Rp. 1.693.337.205,-
Jumlah PKP yang tidak
memperoleh fasilitas adalah
= Rp. 4.396.802.000 - Rp.
1.693.337.205,-
= Rp. 2.703,464.795,-
Jadi PPh Badan Pasal 25 yang
terutang adalah :
=(50%x25%xRp1.693.337.20
5,-) + (25% x Rp.
2.703,464.795,-)
= Rp.211.667.151,- +
Rp.675.866.199,-
= Rp. 887.533.349,-
Laba setelah pajak adalah :
= Rp. 4.396.802.000,- - Rp.
887.533.349,-
= Rp. 3.509.268.651,-
Setelah Perencanaan Pajak
Jumlah PKP yang
memperoleh fasilitas adalah:
= (Rp. 4.800.000.000,- : Rp.
12.463.347.253,-) x Rp.
4.330.443.164,-
= Rp. 1.667.780.474,-
Jumlah PKP yang tidak
memperoleh fasilitas adalah
= Rp. 4.330.443.164,- - Rp.
1.667.780.474,-
= Rp. 2.662,662,690,-
Jadi PPh Badan Pasal 25 yang
terutang adalah :
= (50%x25%xRp.
1.667.780.474,-) + (25% x
Rp. 2.662,662,690,-)
= Rp. 208.472.559,- +  Rp.
665.665.673,-
= Rp. 874.138.232,-
Laba setelah pajak adalah :
= Rp. 4.330.443.164,- - Rp.
874.138.232,-
= Rp. 3.456.304.932,-
Tahun 2011
Sebelum Perencanaan
Pajak
Jumlah PKP yang
memperoleh fasilitas adalah:
= (Rp. 4.800.000.000 : Rp.
14.293.603.185) x Rp.
5.435.688.000,-
= Rp. 1.825.383.150,-
Jumlah PKP yang tidak
memperoleh fasilitas adalah
= Rp. 5.435.688.000,- - Rp.
1.825.383.150,-
= Rp. 3.610.304.850,-
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Jadi PPh Badan Pasal 25 yang
terutang adalah :
= (50%x25%xRp.
1.825.383.150,-) + (25% x
Rp. 3.610.304.850,-)
= Rp. 228.172.894,- +  Rp.
902.576.213,-
= Rp. 1.130.749.106,-
Laba setelah pajak adalah :
= Rp. 5.435.688.000,- - Rp.
1.130.749.106,-
= Rp. 4.304.939.226,-
Setelah Perencanaan Pajak
Jumlah PKP yang
memperoleh fasilitas adalah:
= (Rp. 4.800.000.000 : Rp.
14.293.603.185,-) x Rp.
5.345,833,980,-
= Rp. 1.795.208.862,-
Jumlah PKP yang tidak
memperoleh fasilitas adalah
= Rp. 5.345,833,980,- - Rp.
1.795.208.862,-
= Rp. 3.550.625.118,-
Jadi PPh Badan Pasal 25 yang
terutang adalah :
= (50% x 25% x Rp.
1.795.208.862,-) + (25% x
Rp. 3.550.625.118,-)
= Rp. 224.401.108,- +  Rp.
887.656.280,-
= Rp. 1.112.057.388,-
Laba setelah pajak adalah :
= Rp. 5.345,833,980,- - Rp.
1.112.057.388,-
= Rp. 4.233.776.593
Tahun 2012
Sebelum Perencanaan
Pajak
Jumlah PKP yang
memperoleh fasilitas adalah:
= (Rp. 4.800.000.000 : Rp.
17.392.929.300) x Rp.
7.076.011.000,-
= Rp. 1.952.796.577,-
Jumlah PKP yang tidak
memperoleh fasilitas adalah
= Rp. 7.076.011.000,- - Rp.
1.952.796.577,-
= Rp. 5.123.214.423,-
Jadi PPh Badan Pasal 25 yang
terutang adalah :
= (50%x25%xRp.
1.952.796.577,-) + (25% x
Rp. 5.123.214.423,-)
= Rp. 244.099.572,- +  Rp.
1.280.803.606,-
= Rp. 1.524.903.178,-
Laba setelah pajak adalah :
= Rp. 7.076.011.000,- - Rp.
1.524.903.178,-
= Rp. 5.551.107.822,-
Setelah Perencanaan Pajak
Jumlah PKP yang
memperoleh fasilitas adalah:
= (Rp. 4.800.000.000 : Rp.
17.392.929.300) x Rp.
6.963.642.480,-
= Rp. 1.921.785.763,-
Jumlah PKP yang tidak
memperoleh fasilitas adalah
= Rp. 6.963.642.480,- - Rp.
1.921.785.763,-
= Rp. 5.041.856.717,-
Jadi PPh Badan Pasal 25 yang
terutang adalah :
= (50%x25% x
Rp.1.921.785.763,-) + (25% x
Rp. 5.041.856.717,)
= Rp. 240.223.220,- +  Rp.
1.260.464.179,-
= Rp. 1.500.687.400,-
Laba setelah pajak adalah :
= Rp. 6.963.642.480,- - Rp.
1.500.687.400,-
= Rp. 5.462.955.080,-
Tabel 4.6 Persentase Penghematan PPh Badan
Setelah Perencanaan Pajak
Tah
un
Sebelum
Perencanaan
Pajak
Setelah
Perencanaan
Pajak
Persen
tase
Pengh
emata
n
2008 - -
2009 - -
2010 887.533.349,- 874.138.232,- 1,51%
2011 1.130.749.106,- 1.112.057.388,- 1,65%
2012 1,524,903,178,- 1,500,687,400,- 1,59%
Dengan dilakukannya
perencanaan pajak sejak
tahun 2010, mempengaruhi
PPh Badan yang terutang
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menjadi lebih kecil, dari yang
sebelumnya Rp.
887.533.349,-
menjadi Rp. 874.138.232,-
dengan persentase
penghematan 1,51% untuk
tahun 2010, dari Rp.
1.130.749.106,- menjadi Rp.
1.112.057.388,- dengan
persentase penghematan
1,65% untuk tahun 2011, dan
dari Rp. 1.524.903.178,-
menjadi Rp. 1,500,687,400,-,-
dengan persentase
penghematan 1,59% untuk
tahun 2012.
Penghematan PPh
Badan tersebut diperoleh
karena biaya-biaya komersil
dapat dimaksimalkan untuk
dikoreksi fiskal sehingga
jumlah PPh Badan terutang
dapat diminimalkan. Hal ini
mempengaruhi laba bersih
setelah pajak menurun yaitu:
1. Tahun 2010 menurun dari Rp.
3.509.268.651,- menjadi Rp.
3.456.304.932,- dan
memperoleh penghematan
PPh Badan senilai 1,51%.
2. Tahun 2011 menurun dari Rp.
4.304.939.226,- menjadi
Rp.4.213.943.435 ,- dan
memperoleh penghematan
PPh Badan senilai 1,65%.
3. Tahun 2012 menurun dari Rp.
5.551.107.822,- menjadi
Rp.5.312.047.321,- dan
memperoleh penghematan
PPh Badan senilai 1,59%.
Jadi sejak tahun 2010
PT. Adhya Tirta Sriwijaya
telah melakukan perencanaan
pajak yang efektif, laba
perusahaan sebelum pajak
menurun sehingga dapat
meminimalkan beban pajak
terutangnya dibandingkan
sebelum perusahaan
melakukan perencanaan
pajak.
4.2.3 Keefektifan Perencanaan
Pajak yang Diterapkan PT.
Adhya Tirta Sriwijaya
Perencanaan pajak yang
diterapkan PT. Adhya Tirta
Sriwijaya sudah efektif dan
efisien sejak tahun 2010
dibandingkan dengan tahun
2008 dan 2009 sebelum
melakukan perencanaan pajak.
5 KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Dari analisis atas rekonsiliasi
perhitungan laba rugi komersial dan
fiskal diatas, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. PT. Adhya Tirta Sriwijaya
melakukan perencanaan pajak
dengan cara memperhatikan biaya-
biaya komersil yang dikecualikan
dalam peraturan perpajakan
terutama biaya entertainment,
untuk mengefisienkan laba
sebelum pajak sehingga dapat
meminimalkan beban pajak
terutangnya.
2. Dengan adanya perencanaan pajak
atas biaya-biaya komersil, maka
terdapat selisih laba antara sebelum
adanya perencanaan pajak dan
setelah perencanaan pajak yaitu
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 5.1 Persentase Penghematan PPh
Badan
Setelah Perencanaan Pajak
Tah
un
Sebelum
Perencanaan
Pajak
Setelah
Perencanaan
Pajak
Selisih Perse
ntase
Peng
hema
tan
2008 - - -
2009 - - -
2010 4,396,802,365,- 4,330,443,164,- 66,359,201 1,51
%
2011 5,435,688,332,- 5,345,833,980,- 89,854,352 1,65
%
2012 7,076,010,566,- 6,963,642,480,- 112,368,086 1,59
%
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2013
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5.2 Saran
Dari kesimpulan yang telah
dijelaskan di atas, terdapat beberapa
saran yang dapat diberikan kepada
PT. Adhya Tirta Sriwijaya dalam
perencanaan pajak yang efektif,
sebagai berikut :
1. Sebaiknya perusahaan harus lebih
teliti dalam menerapkan ketentuan
perhitungan laporan keuangannya
terutama dalam hal biaya-biaya
komersil yang dapat dikecualikan
dalam peraturan perpajakan,
karena hal ini mempengaruhi nilai
PPh Badan yang akan dibayar.
2. Perusahaan sebaiknya lebih
memperhatikan celah-celah pajak
yang dapat mengefisienkan beban
pajak tanpa melanggar peraturan
perpajakan yang berlaku.
3. Untuk pengembangan penelitian
selanjutnya, disarankan agar
peneliti berikutnya dapat
menambah variabel yang lebih
mempengaruhi laba penghasilan
dengan disesuaikan dengan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
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